
A. La tar Belakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Dalam era globalisasi, refoonasi. dan tuntutan Lransparansi yang 

semakin meningkat, peran akun\ansi semakin dibutuhkan. Tidak saja unruk 

kebutuhan pihak manajemen entitas, tetapi juga untuk kebutul1an 

pertanggungjawaban (accounrability) kepada banyak pihak yang memerlukan 

(stakeholders}. 1-Jal ini ditunjang olch semakin berkembangnya teknologi 

informasi yang memungkinkan masyarakat untuk menilai dan 

membandingkan suatu entitas dengan entitas lain. Untuk. itu tunrutan 

penyediaan informasi keuangan dan akuntansi semakin dibutuhkan. Bcgiru 

juga di dalam penyediaan informasi pada laporan pertanggungjawaban 

keuangan dacrah dalam satu periode anggaran. 

Laporan pertanggungjawaban keuangan yang bcrupa laporan Rcalisasi 

Anggaran, Neraca, Laporan Arus Ka!>, serta Catalan atas Laporan Keuangan 

rnerupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada 

stakeholders, dalarn hal ini diwakili oleh DPRD. Laporan 

Pertanggungjawaban tersebut merupakan sarana untuk akuntabilitas publik 

yang mengungkapk.an keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi 

suatu organisasi secara 
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transparan, akuntabcl, dan melibalkan partisipasi masyarakat (good 

governance) dalam satu pcriode tahun anggaran. 

Dinas Pendapatan. Penge\olaan Keuangan dan Aset Daerab 

Labubanbaru Selatan merupakan salah satu Pemerintahan Kahupateo 

(Pemkab) di propinsi sumatera utara diharuskan untuk menyusun laporao 

pertanggungjawaban keuaogao daerab sesuai dengan ketentuan perundang

undangan yang berlaku saat ini. 

Ketentuao-keteotuan pokok yang mendasari apa yang harus 

dipertaoggungjawabkan dan bagaimana mempertaoggungjawabkan telah 

dia�ur dalam: 

I. UU No. 32 Tahun 2004 teotaog Pcmcrintah Daerab. 

2. VU No. 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah. 

3. VU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

4. PP No. 25 Tahun 2000 tentangKewenllllgllll Daerah dllJl Kewenangan 

Propinsi sebagai Daerah Otonom. 

5. PP No. 24 Tabun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintaban. 

6. PP No. 58 Tahun 2005 Tcntang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Keuaogao Daerab, pasal 38 yang menyatakan : "Kepala Dacrah 

menyusun laporan pertanggungjawaban keUilllgan daernh yang terdiri 

dari : (a) laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Arus 

Kas; (d) Catatao Atas Laporan Kcuangan." 
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